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Kemenkumham Raih Penghargaan Pengelolaan Data Statistik dari BPS



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima
Penganugerahan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemenkumham mendapatkan anugerah tersebut dalam program Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2023, untuk kategori
kementerian dengan indeks pembangunan predikat BAIK, dengan indeks 3,21
dari skala penilaian 1 - 5.

 

Penganugerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan



Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal (Kapusdatin Setjen) Kemenkumham,
Rifqi Adrian Kriswanto, yang mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kemenkumham. Menurutnya, penganugerahan ini tidak lepas dari kerja keras
seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham, dan terutama arahan Sekjen
Kemenkumham.

 

“Alhamdulillah, kerja nyata rekan-rekan pengelola data mendapat apresiasi dari
BPS,” ucap Rifqi usai menerima penganugerahan di Hotel Ritz Carlton, Pacific
Place, Jakarta Selatan, Senin (04/12/2023).

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BPS, Atgo Mardiyanto mengucapkan
selamat atas pengaugerahan yang diterima Kemenkumham. Menurutnya,
penganugerahan yang diterima Kemenkumham tidak lepas dari keberhasilan
Kemenkumham mengelola data statistik sebagai salah satu bahan pengambilan
keputusan oleh Menkumham.

 

“Kemenkumham juga telah mengikuti seluruh tahapan dalam proses EPSS tahun
2023 dengan sangat baik. Kami mengucapkan selamat kepada Sekretaris
Jenderal Kemenkumham yang telah memperoleh Penghargaan Anindhita
Wistara Data dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023,"
ungkap Atgo.

 

EPSS sendiri diselenggarakan oleh BPS untuk mendukung sistem statistik
nasional yang andal, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik di bidang statistik pada setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kemenpan RB, Perwakilan Kementerian/Lembaga serta Perwakilan Rektor
Universitas.


